
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi 
Kependudukan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006; 

P P 
. tah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

6. eraturan emenn . ah p · · d 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemenntah Daer rovmsi, an 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
7. Peraturan Presiden Nornor 1 Peraturan Perundang-Undangan; 

Pengundangan dan Penyebarluasan 
Tah 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

8. Peraturan Presiden Nomor 25 un s· ·1· 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan ipi ' 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
9. Peraturan Daerah kota MageJang an Pemerintah Oaerah Kota 

Pemerintahan yang menjadi kewenang . 
Magelang; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

Mengingal I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Barat; - 

a. bahwa untuk memberikan status pribadi dan status hukum Peristiwa 
Kelahir~ d~am penerbitan Akta Kelahiran di wilayah Kota Magelang, 
perlu diberikan perpanjangan dispensasi masa dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Akta Kelahiran; 

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang; 

Menimbang 

PERA TURAN W ALIKOTA MAGELANG 
NOMOR : 33 T AHUN 2009 

TENT ANG 
PERP ANJANGAN MASA DISPENSASI PELA YANAN PENCATA TAN 

A.KT A KELAHlRAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA 

W ALIKOT A MAGELANG· ' 

WALIKOTA MAGE LANG 



. batas waktu \ (satu) tahun 
lahiran yang melampau1_ . elayanan Akta 

Pelaporan pencatatan ke lalui d1spensas1 P di tatkan me duk dan Pencatatan 
sejak kelahiran dapat . ica e ala Dinas Kependu an 
Kelahiran dengan persetuJU~ K p 
S . . pengad1\an. ipil tanpa penetapan 

Pasal 4 

Pasal 3 
. akru 60 ( enam puluh) hari 

melebihi batas w dilak akan Pelaporan Kelahiran yang ei ak kelahiran, pencatatannya 1 san an 
sarnpai dengan 1 (satu) tahun ~ J K ala Oinas Kependudukan d 
setelah mendapatkan persetuJuan ep 
Pencatatan Sipil. 

Oispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga 
Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Pasal 2 

. . . . k !eh Kepala Keluarga, keluarganya atau 
Setiap Kelahiran wajib dilapor _an° K d dukan dan Pencatatan Sipil 
yang diberi kuasa kepada Dmas epen u 
selambat-lambatnya: . . al kelahiran; 
a. 60 ( enam puluh) hari sejak ~angga dimaksud huruf a Pejabat Pencat~tan 
b. Berdasarkan laporan seb~gaiman Kelahiran dan menerbitkan Kutipan 

Sipil mencatat pada register Akta 
Akta Kelahiran. 

Pasal l 

MEMUTUSKAN 

PERA TURAN W ALIKOTA MAGELANG TENT ANG 
PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN 
AKTA KELAHIRAN; 

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 
2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oalam Masa 
Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 2008 Nomor : 
474.1/3827/MD perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran 
Oalam Masa Transisi Berlakunya UU No.23 Tahun 2006; 

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 
472.11/2945/SJ perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran; 

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor l O Tahun 2008 ten tang 
Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan 
Aleta Pencatatan Sipil; 

1 O. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

Menetapkan 



LEMBAftti. 2009 NOMOR 33 
N DAE RAH KOT A MAGE LANG T AHUN 

Diunctangkan di Magelang 
Pada tanggal 10 September 2009. 

H.F AHRIY ANTO 

W ALI KOT A MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 10 Septeft'ber 2009 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 
tanggal 31 Desember 20 l 0. 

Pasal 8 

Kuti pan Akta kelahiran diberikan kepada penduduk dengan biaya Rp.0,-. 
( Nol rupiah) 

Pasal 7 

Akra Kelahiran diterbit~a_n d_al~ 3 (tiga) status hukum yaitu : 
a. Anak pasa.ngru:1 suanu istn dari pcrkawinan yang sah; 
b. Anak seorang ibu; 
c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan 

orang tuanya. 

Pasal 6 

Dispensasi pelayanan Akta Kelabi . . . 
. ran pencatatannya harus tetap dilengkapi 

dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahi tran, 

Pasal 5 


